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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjavan Figh Siyvasah Terhadap Konsep
Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi. Bertujuan untuk menjawab
pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana konsep
constitutional question di Mahkamah Konstitusi serta menjawab Tinjauan Figh
Siyasah tentang konsep constitutional question di Mahkamah Konstitusi.

Skripsi ini merupakan metode penelitian hukum normatif (normative law
research) yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan
menggunakan sumber data buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya.
Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori Hukum Islam ataupun
figh siyasah yakni figh siyasah shar’iyyah, figh siyasah dusturiyah untuk ditarik
sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya konsep
constitutional question di Indonesia yang bersifat 7us constituendum maka dapat
dihindari adanya putusan hakim yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan
dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Selain itu, objek dan ruang
pengujian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi semakin luas serta
pelanggaran hak konstitusional dapat dipulihkan. Secara konstitusional
mekanisme constitutional question dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD. Hal ini
sangat relevan dengan adanya perlindungan HAM dalam islam itu sendiri, serta
wilayah al-mazalim sebagai pengadilan untuk mengadili kesewenang-wenangan
penguasa terhadap rakyat, untuk mengembalikan hak- hak rakyat yang telah
diciderai oleh penguasa, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa
dan warga negara.

Sejalan dengan kesimpulan diatas Dalam rangka perlindungan hak
konstitusional warga negara, baik dari perspektif teori maupun kenyataan
praktik, maka sudah masalah ini dijadikan perhatian utama untuk memasukkan
konsep constitutional question pada kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
Penerapan constitutional question ini juga ditujukan agar Mahkamah Konstitusi
dapat secara maksimal melaksanakan fungsinya sebagai 7he Guardian Of
Constitution.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 merumuskan dengan sangat jelas
bahwa Indonesia adalah negara hukum.' Rumusan Pasal tersebut
menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam berbangsa dan
bernegara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato
dan dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggaraan
pemerintahan ialah yang diatur oleh hukum. Menurut Aristoteles, suatu
negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan
berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara
bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang
menentukan baik buruknya suatu hukum.

Di Inggris ide negara hukum sudah terlihat dalam pikiran John
Locke, yang membagi kekuasaan, antara lain membedakan antara
penguasa pembentuk undang- undang dan pelaksana undang- undang, dan
berkait erat dengan konsep Rule of Law yang berkembang di Inggris pada
waktu itu. A.V. Dicey, mengemukakan tiga unsur utama pemerintah yang

kekuasaannya dibawah hukum (zhAe rule of law), yaitu: Supremacy of law,

! pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.



artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara
adalah hukum. equality before the law, artinya persamaan dalam
kedudukan hukum bagi semua warga negara. Constitutional Based on
Individual Rights, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari
hak- hak manusia.’

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi
mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD
yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang
mendalam, cermat dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan
dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang
menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal
9 November 2001. Dengan disahkannya dua Pasal tersebut, maka
Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara
pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan
kehakiman tersebut.’

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini diatur
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi merupakan salah

? Nukhthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), 14-19.
3 Jimly Asshidqie, Konstitusi bernegara, (Malang: Setara Press, 2015), 271.



satu lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi
sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi.* Pada
hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya
konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardian of constitutions) dan
menafsirkan konstitusi atau UUD (the interpreter of constitutions).’

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan yang telah
diatur dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat(1) yaitu: yang
pertama adalah menguji (judicial review) undang-undang terhadap UUD,
pengujian undang-undang ini berupa uji material dan uji formil. Uji
material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang
yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah
prosedur pengesahannya. Kedua yaitu memutus sengketa hasil pemilu
mencakup pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam bidang pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketiga yaitu memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
langsung oleh UUD. Keempat adalah memutus pembubaran partai politik,
pembubaran partai politik harus atas pemohonan pemerintah.®

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai

pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam

*Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013),178.

*Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012),7.

% Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi sebagai aspek hukum, (Jakarta: Kencana, 2011),111-
114.



Pasal 51A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU
MK) yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD
dilatarbelakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan atau
kewenangan konstitusional warga negara yang telah dilanggar oleh
pejabat publik, atau dirugikan sebab pelanggaran konstitusi oleh suatu
undang-undang. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI
Tahun 1945 itu mencangkup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga
negara (citizen right) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi
manusia (human rights).”

Permasalahan kemudian muncul apabila tidak ada yang menguji
undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya. Hal ini menjadi
suatu pertanyaan apakah hakim boleh bertanya kepada Mahkamah
Konstitusi mengenai konstitusionalitas undang-undang yang akan
dipergunakannya untuk memutus suatu perkara. Permasalahan tersebutlah
yang kemudian memunculkan gagasan constitutional question.

Constitutional question terjadi apabila suatu pengadilan pada saat

hendak memutus suatu kasus menyadari bahwa undang-undang yang

71 Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), 39.



berlaku terhadap kasus itu diragukan konstitusionalitasnya.® Jika
pengadilan atau hakim ragu akan konstitusionalitas undang-undang
tersebut, sebelum memutus, ia boleh mengajukan constitutional question
ke Mahkamah Konstitusi.’

Terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa
constitutional question penting untuk dimiliki oleh Indonesia. Gagasan
mengenai pentingnya constitutional question di Indonesia tersebut
diutarakan oleh beberapa para ahli hukum di Indonesia yakni Moh.
Mahfud MD, Jazim Hamidi, I Dewa Gede Palguna, Muchammad Ali
Safa’at dan Mustafa Lutfi. Urgensi penerapan mekanisme constitutional
question di Indonesia merupakan wujud konkrit dari upaya penghormatan
dan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga
negara.'’

Menurut pendapat dari Muchammad Ali Safa’at dengan adanya
mekanisme constitutional question terdapat beberapa hal positif yang
dicapai, diantaranya adalah dapat dihindari adanya putusan hakim yang
bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional warga
negara.''

Selain dapat memberikan penghormatan serta perlindungan

terhadap hak konstitusional warga negara yang mencari keadilan,

S ibid., 37.

® Ibid., 348.

""Moh Mahfud MD, dkk, Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan
Konstitusional, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), 73.

" Ibid, 67.



constitutional question juga dapat memberikan perlindungan hak
konstitusional kepada hakim peradilan diluar konstitusi. Sehingga hakim
dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk menerapkan
undang-undang yang konstitusional untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Pasal 24
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Ada beberapa negera yang menerapkan mekanisme constitutional
question, Jerman dan Korea Selatan. Jerman dijadikan acuan dikarenakan,
Mahkamah Konstitusi Jerman diberi kewenangan besar yang sebelumnya
tidak pernah terbayangkan sehingga tidak mengherankan bahwa
Mahkamah Konstitusi Jerman menjadi pusat perhatian ahli-ahli hukum di
seluruh dunia.'?

Constitutional question yang berlaku di Jerman diatur pada Pasal
13 angka 11 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi Jerman.
Constitutional question juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Jerman
yakni di dalam Pasal 100 ayat (1) Grundgesetz (GG) yang menyatakan: /f°
a court considers that a statute on whose validity the court’s decision
depends is unconstitutional, the proceedings shall be stayed, and a
decision shall be obtained from the Land court with jurisdiction over
constitutional disputes when the constitutional of a Land is held to be
violated, or from the Federal Constitution Court when this Basic Law is

held to be violated. This shall also apply when the Basic law is held to be

12 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Konstitusi di 10 Negara, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 36.



violated by Land law or where a Land statute is held to be incompatible
with a federal statute.

Bisa diartikan Pasal 100 ayat (1) Grundgesetz (GG) menyatakan:
Apabila suatu pengadilan menganggap suatu undang-undang yang
validitasnya relevan dengan putusannya, dipercaya tidak konstitusional,
maka proses acara dalam peradilan harus dihentikan sebelum adanya
keputusan dari pengadilan Land yang berwenang dalam soal-soal
sengketa konstitusional jika konstitusi Land yang dilanggar, atau
diperoleh dari Mahkamah Konstitusi Federal, jika Basic Law yang
dilanggar. Hal ini berlaku pula jikalau suatu Undang-Undang Land
dinyatakan tidak sesuai dengan suatu Undang-Undang Federal."

Dalam sejarah Islam, siyasah (politik) telah dipraktekkan oleh
Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Disini Nabi
Muhammad menjalankan dua fungsi sekaligus yakni sebagai rasul utusan
Allah dan sebagai kepala negara Madinah, dalam fungsi keduanya ini,
Nabi mengatur kepentingan ummatnya berdasarkan wahyu yang
diturunkan Allah padanya. Hal ini dijalankan beliau selama sepuluh tahun
(622-632 M). Setelah beliau wafat, fungsi kedua ini diteruskan oleh a/-
Khulafa al- Rasyidin. Permasalahan siyasah (khilafah), yakni siapa yang
berhak menggantikan beliau setelah wafat, ini menjadi perdebatan di

kalangan umat Islam."

" Jimly Asshiddiqie, Peradilan Konstitusi di 10 Negara ....,70-71.
" Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenamedia
Group, 2014), 21.



Figh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam
penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam figh
siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku
secara efektif dalam masyarakat Islam. Dalam perkembangan masyarakat
yang semakin cepat, permasalahan yang muncul pun semakin kompleks
dan menuntut pemecahan. Diantara masalah yang aktual saat ini
umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi dan lain
sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa figh siyasah
mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam
masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan
kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat
muslim dan warga negara pada umumnya. Figh siyasah mempunyai
sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis
besar, sumber figh siyasah adalah Al-Qur’an dan al- Sunnah, adapun
sumber lain yaitu kajian figh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan
lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, Urf atau kebiasaan
masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, dan aturan- aturan
yang pernah dibuat sebelumnya.'

Menurut Imam al- Mawardi, dalam kitabnya yang berjudul a/-
ahkam  al-sulthaniyyah, lingkup kajian figh siyasah mencakup

kebijaksanaan tentang siyasah dusturiyah  (peraturan perundang-

1S Ibid.,16-19.



undangan), siyasah maliyah (ekonomi dan moneter), siyasah gada’iyah
(peradilan), siyasah harbiah (hukum perang), dan siyasah idariyah
(administrasi negara). Ibn Tamiyyah membagi menjadi empat bidang
kajian, siyasah qada’iyah (peradilan), siyasah idariyah (administrasi
negara), siyasah maliyah (ekonomi atau moneter), dan siyasah dauliyah
atau siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).'®

Siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan
peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya,
cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan, dan ketetapan hak-
hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara
penguasa dan rakyat. Ruang lingkup dari siyasah dusturiyah meliputi
masalah- masalah imamah, hak dan kewajibannya, status rakyat dan hak-
haknya, bai’at, waliyul ‘ahdi, perwakilan, ‘ahlul halli wal agdi dan
wazarah." Sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa ruang lingkup
siyasah dusturiyah dibagi menjadi empat macam yaitu: konstitusi,
legislasi, ummah, shura atau demokrasi.'® Sedangkan dalam ranah figh
siyasah yang mengenai perundang undangan atau pengambilan putusan,
masuk kedalam ranah, figh siyasah shar’iyyah. Figh siyasah shar’iyyah
adalah siyasah mengatur peraturan-peraturan atau urusan-urusan yang

memperhatikan  prinsip-prinsip  syari’at untuk manusia dalam

16 1
1bid., 14.
'7 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 40-41.
' Imam Amrusi Jailani, et, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2013),25.
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bermasyaraat dan bernegara dalam islam, yang mengikuti etika agama
dan moral."”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik
untuk menganalisis permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul
“Tinjavan Figh Siyasah Terhadap Konsep Constitutional Question Di
Mahkamah Konstitusi” diharapkan penelitian ini dapat memberikan

solusi untuk menyelesaikan problematika yang ada.

B. Identifikasi
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah
tersebut dapat di identifikasi sebagai berikut yakni :
1. Perlindungan hak konstitutional warga negara dalam konsep negara
hukum.
2. Lembaga yang berwenang menangani masalah hak warga negara
dalam pandangan figh siyasah.
3. Pemahaman tentang konsep gagasan constitutional question di

Mahkamah Konstitusi

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

Y A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu -Rambu Syariah (Jakarta:
Prenada Media, 2003), 44.



11

1. Konsep constitutional question di Mahkamah Konstitusi.
2. Perspektif figh siyasah terhadap konsep constitutional question di

Mahkamah Konstitusi.

D. Rumusan Masalah
Dari yang telah di jelaskan dalam latar belakang masalah, maka
dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana konsep constitutional question di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap konsep -constitutional

question di Mahkamah Konstitusi?

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya bagi peneliti untuk mencari
perbandingan dan untuk menemukan inspirasi untuk penelitian
selanjutnya.

Permasalahan mengenai konsep constitutional question di
Mahkamah Konstitusi merupakan permasalahan menarik untuk diteliti.
Dalam sejumlah literatur dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, tidak ada karya
tulis yang membahas mengenai masalah constitutional question. Namun
terdapat beberapa tulisan-tulisan mengenai constitutional question yang

masih berkaitan dengan penelitian ini yang ditemukan, diantaranya yakni:
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1. Jurnal Konstitusi yang ditulis oleh Josua Satria Collins, yang berjudul
“Penambahan kewenangan constitutional question kepada Mahkamah
Konstitusi sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional warga
negara’. Dalam kesimpulannya Josua menegaskan bahwa urgensi
kewenangan constitutional question yang notabene berada dalam
ranah pengujian konstitusional dalam lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Sebelum terlalu jauh diadopsi dan diatur dalam konstitusi
maupun undang-undang, maka alternatif penerapannya dapat pula
didasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi. Selain
itu, penerapannya dapat juga dipertimbangkan melalui perluasan /egal/
standing lembaga negara sebagai salah satu pemohon untuk jenis
kewenangan constitutional review.”

2. Thesis yang ditulis oleh Heru Setiawan, program studi Magister ilmu
hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang
berjudul “Rekonseptualisai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the
guardian of constitution’ dalam thesis tersebut penulis menganalisis
terkait pentingnya constitutional complaint dan constitutional

question untuk diterapkan dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia

0 Josua Satria Collins, “Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah
Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara’, Jurnal
Konstitusi, Vol 15. No. 4, (Desember, 2018), 692.
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serta menganalisis tentang tatacara perubahan kewenangan pada
Mahkamah Konstitusi.”'

3. Thesis yang ditulis oleh Indah Permatasari, program studi Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Udayana dengan judul “Kedudukan
hukum Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sebagai
pemohon pertanyaan konstitusional di Indonesia” dalam thesis
tersebut penulis membahas mengenai kemungkinan Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya diberi kedudukan hukum
sebagai pemohon dalam perkara constitutuonal question kepada
Mahkamah Konstitusi serta gagasan prosedur beracara dalam perkara
constitutional question di Indonesia yang ditinjau dari perbandingan
beberapa negara yang sudah menerapkan perihal constitutional
question.22

Adapun skripsi ini membahas mengenai konsep constitutional

question di Mahkamah Konstitusi yang ditinjau dari segi figh siyasah.

F. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang konsep constitutional

question di Mahkamah Konstitusi.

*! Heru Setiawan, “Rekonseptualisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya

memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution”, (Thesis- -
Universitas Diponegoro Semarang,2017.)

** Indah Permatasari, “Kedudukan hukum Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
sebagai pemohon pertanyaan konstitusional di Indonesia’, (Thesis- - Universitas Udayana,2015.)
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2. Memberikan pemahaman yang mendalam serta relevansinya mengenai
korelasi perspektif figh siyasah terhadap konsep constitutional

question di Mahkamah Konstitusi.

G. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada
pembaca, yakni terbagi menjadi dua yang meliputi manfaat teoritis
maupun manfaat praktis :
a. Manfaat teoritis
Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
pemikiran bagi penegakan hak asasi manusia, terutama terkait dengan
pengaduan konstitusional untuk mewujudkan keadilan. Hasil
penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-
peneliti hukum (/egal research) berikutnya dan bagi civitas akademika
pada khususnya dan masyarakat luas.
b. Manfaat praktis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi
pemikiran perancang undang-undang dalam membentuk peraturan
perundang-undangan, baik amandamen undang-undang dasar terkait
kewenangan mahkamah konstitusi, maupun peraturan lebih lanjut
dalam undang-undang mahkamah konstitusi, terutama terkait fungsi
MK sebagai the guardian of constitution (pengawal konstitusi) dan

the protector of the citizen’s constitutional rights (pelindung hak
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konstitusional warga negara). Penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat dalam membuka pemahaman tentang bagaimana

mempertahankan hak konstitusional warga negara.

H. Definisi Operasional
Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang
pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing
varibel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan
secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variable yang
digunakan dalam penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan.”
Perlu untuk menguraikan definisi konsep agar diperoleh
pemahaman dan persepsi yang sama tentang definisi-definisi konsep yang
digunakan dalam penelitian ini :
1. Figh siyasah
Figh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid
tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan
kenegaraan.24
2. Constitutional question
Constitutional question adalah merujuk pada suatu mekanisme
pengujian konstitusionalitas undang-undang di mana seorang hakim

(dari regular courts) yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau

» Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Petunjuk
Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2014), 9.
** Mujar Ibnu Syarif, Figh Siyasah, (Jakarta: Erlangga, 2008), 19.
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ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku untuk
perkara itu, maka ia mengajukan ,pertanyaan konstitusional® ke
Mahkamah Konstitusi (mengenai konstitusional-tidaknya undang-
undang itu).”’
3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945.%¢

I. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam
metode penelitian, penulis menerapkan metode penelitian hukum
normatif (normative law research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji
hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,
perbandingan, struktur dan komposisi, penjelasan umum, dan pasal demi
pasal.?’ Sebab dengan adanya metode penelitian adalah sebuah aspek
penting dalam melakukan suatu penelitian, karena metode yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

» I Dewa Gede Palguna, Constitutional Question:Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain
Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia, dalam Jurnal Hukum, Volume 17, Januari
2010,2.

26 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 314.

7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2004), 102.
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (/library
research), merupakan penelitian yang menggunakan literatur sesuai
dengan permasalahan yang akan dikaji.”® Sehingga dalam
mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan sumber
kepustakaan yang kaitannya ada masalah pokok dengan penelitian ini
yaitu konsep constitutional question di Mahkamah Konstitusi yang
ditinjau dari segi figh siyasah.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan
memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok
pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan
kerangka teori yang sudah dibangun.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan konseptual
(conceptual approach), yaitu mendekati permasalahan yang ada
dengan mempelajari prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum
yang ditemukan dalam pandangan-pandangan dari para sarjana atau
doktrin hukum, yang kemudian dianalisis.*’

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan
(comparative approach). Studi perbandingan hukum merupakan

kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum

28 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

2006), 129.

* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2010), 178.



18

negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari
waktu yang lain. Dengan pendekatan ini, akan diperbandingkan antara
konsep constitutional question di Mahkamah Konstitusi dalam
konteks ketatanegaraan Indonesia dan dengan tinjauan dari segi figh
siyasah.
Sumber Data
Sumber data adalah darimana data dapat diperoleh. Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui
library research, yaitu buku- buku yang relevan.
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan atau sumber yang
mengikat bahan utama. Sumber primer yang akan dijadikan
rujukan peneliti dalam penelitian ini adalah buku-buku yang
membahas tentang konsep constitutional question, sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Moh. Mahfud MD, dkk, Constitutional Question Alternatif
Baru Pencarian Keadilan Konstitusional.
3. Arief Ainul Yagqin, Constitutional Question Kewenangan yang
Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di

Mahkamah Konstitusi.
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316).

b. Bahan hukum sekunder
Bahan data sekunder merupakan sumber data yang
diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan
hukum primer. Yaitu buku- buku, peraturan perundang- undangan,
literature-literature hukum, artikel, surat kabar, jurnal, internet
dan lain sebagainya.
5. Analisis Data
Dalam menganalisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata
tertulis atau lisan.’® Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai
dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada.
Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan
dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan

dalam membenahi persoalan yang diteliti.

%0 Suharsini Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990),
206.
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J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, agar dapat dipahami
permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya dibentuk dalam
bab-bab yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam sub-bab.
Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep figh siyasah, mulai dari
pengertian figh siyasah, ruang lingkup figh siyasah, pembahasan
mengenai figh siyasah dusturiyah, wilayah al-mazalim, siyasah
shar’iyyah.

Bab ketiga, membahas tentang konsep constitutional question di
Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat, memuat tentang dua pembahasan utama. Yaitu
pertama, analisis terkait konsep constitutional question di Mahkamah
Konstitusi, serta yang kedua analisis tentang konsep constitutional
question ditinjau dari segi figh siyasah.

Bab kelima, penutup dari penelitian ini yang berisi tentang

kesimpulan dan saran.



BABII
KAJIAN TEORI

A. Pengertian Figh Siyasah

Figh siyasah terdiri dari dua kata, yaitu figh dan siyasah. Secara
etimologi, figh merupakan bentuk masdar dari kata “fagiha-yafgahu-
fighan” yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga
dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan
secara terminologi, figh diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum
syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang
rinci.’' Secara etimologi, kata siyasah berasal dari kata “sasa’ yang
mempunyai arti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan
memerintah. Kata siyasah memiliki perbedaan arti dikalangan ahli hukum
islam. Salah satunya yaitu Ibnu Manzhur mengartikan siyasah berarti
mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai suatu
undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Abdurrohman juga
berpendapat bahwa siyasah adalah hukum dan peradilan, lembaga
pelaksana administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.**

Muhammad Igbal berpendapat dalam bukunya yang berjudul figh

siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam mengartikan bahwa figh

3! Zada, Khamami, Mujar Ibnu Syarif, Figih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.
(Jakarta: Erlangga, 2008), 31.
32 Imam Amrusi Jaelani, et., Hukum Tata Negara Islam....,T.
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siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang menjelaskan
mengenai urusan dan pengaturan manusia dalam hidup bernegara untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri.”
Sedangkan pendapat menurut Abdul Wahab Khallaf mengenai figh
siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pengaturan
masalah ketatanegaraan, seperti perundang-undangan, bebagai peraturan
lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.**

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan figh siyasah
adalah salah satu aspek dalam hukum Islam yang membicarakan tentang
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam figh siyasah ini,
ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam dari al-Qur’an
maupun al-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum yang terkandung di
dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Sehingga secara sederhana figh siyasah dapat diartikan
sebagai bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari’at
yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

Dari pengertian- pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa objek
kajian dari figh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga
negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan

lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun

3 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...., 4.
** Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, Terj. Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1994). 7.
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hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang
kehidupan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf objek pembahasan figh
siyasah adalah pengaturan dan perundang- undangan yang dituntut oleh
hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok- pokok
agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta

kebutuhannya.*’

Ruang Lingkup Figh siyasah
Imam Al-Mawardi berpendapat, bahwa ruang lingkup figh siyasah
mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-
undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah),
peradilan (siyasah qada’iyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan
administrasi negara (siyasah idariyah). Sedangkan Ibn Taimiyah
meringkasnya ke dalam empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi
negara, moneter, serta hubungan internasional.*
Dari beberapa pembagian ruang lingkup figh siyasah di atas dapat
dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:*’
1. Figh siyasah dusturiyah mencakup siyasah tashri’iyah syar’iyyah
(siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), siyasah
gada’iyah syar’iyyah (siyasah peradilan yang sesuai menurut syari’at),

siyasah idariyah syar’iyyah (siyasah administrasi yang sesuai dengan

> A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah....,

29-30.

36 Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, ...,13.
37 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah...., 40.
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syariat) dan siyasah tanfidziyah syar’iyyah (siyasah pelaksanaa
syariat).

2. Figh siyasah dauliyah/ kharijiyyah yakni berhubungan dengan
pengaturan antar negara-negara Islam dan dengan negara-negara
bukan Islam, tata cara pengaturan hubungan warga negara muslim
dengan warga negara non-muslim yang ada dalam negara Islam,
hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan
negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.

3. Figh siyasah maliyah adalah mengatur mengenai hak-hak orang
miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi dan perbankan),
yakni menyangkut hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di
antara orang kaya dan miskin, antara negara negara dan perorangan,
sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang

berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.

C. Pengertian Siyasah dusturiyah
Kata “dusturi’ berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah
seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun
agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk
menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).
Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur
berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara

istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan



25

hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah
negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).
Di dalam pembahasan syari’ah digunakan istilah figh dusturi, yang
artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun,
seperti terbukti di dalam perundang- undangan, peraturan- peraturannya
dan adat istiadatnya. Siyasah dusturiyah adalah bagian dari figh siyasah
yang membahas masalah perundang- undangan negara agar sejalan
dengan nilai- nilai syari’at. *®

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari figh siyasah yang
membahas mengenai perundang-undangan negara agar sejalan dengan
nilai-nilai syari’at. Siyasah dusturiyah diartikan sebagai bagian dari figh
siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk
pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara),
batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan
ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta
hubungan antara penguasa dan rakyat. Prinsip-prinsip yang diletakkan
dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi
manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua
orang di mata hukum, tanpa membedakan.

Ruang lingkup pembahasan mengenai siyasah dusturiyah,
beberapa ahli memiliki pemahaman yang berbeda. Djazuli berpendapat

bahwa siyasah dusturiyah membahas mengenai penetapan hukum atau

¥ Imam Amrusi Jailani, et., Hukum Tata Negara Islam,..., 22.
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tashri’iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau gada 7yah oleh lembaga
yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh birokrasi atau
eksekutif.*
Imam Amrusi, dkk, berpendapat bahwa kajian dari bidang siyasah
dusturiyah ini dibagi menjadi empat macam, yaitu:*’
a. Konstitusi
Dalam konstitusi ini dibahas mengenai sumber- sumber dan
kaidah perundang- undangan suatu negara. Baik berupa sumber
material. Sumber sejarah. Sumber perundang- undangan maupun
penafsiran. Sumber material merupakan materi pokok undang- undang
dasar.
b. Legislasi
Legislasi atau kekuasaan legislatif. Disebut juga sultah
tashri’iya, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan
menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan kewenangan atau
kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.
Disamping itu ada kekuasaan lain seperti sultah tanfidzhiyah,
kekuasaan eksekutif dan sultah qada’iyah kekuasaan yudikatif. Unsur-
unsur legislasi dalam figh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:
pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum

yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam

A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah,...,30
* Imam Amrusi J ailani, et. Hukum Tata Negara Islam,..., 25.
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yang akan melaksanakan, isi peraturan atau hukuman yang sesuai
dengan syari’at.
Ummah

Dalam Islam, Ummah diartikan dalam empat macam yakni
bangsa, rakyat, kaum yang bersatu atas dasar iman iman/ sabda
Tuhan, penganut suatu agama atau pengikut Nabi. Khalayak ramai
dan umum seluruh umat manusia. Menurut Ali Syari’ati ummah
mempunyai tiga arti yaitu gerakan dengan tujuan dan ketetapan
kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang
berjuang menuju suatu tujuan yang jelas. Jika di kontekstualisasikan
dengan makna ummah dalam terminologi makkiyah dan madaniyyah
mempunyai arti sekelompok agama tauhid, orang- orang kafir dan
manusia seluruhnya.
Shura atau Demokrasi

Shura berasal dari kata “Shawara’ yaitu mengeluarkan madu
dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut
musyawarah, artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan
dari yang lain (dalam forum) untuk memperoleh kebaikan. Dalam Q.S
Asy-Syura ayat 38*' umat Islam diperintahkan untuk mementingkan

musyawarah dalam berbagai persoalan.

! Departemen Agama Republik Indonesia A/-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro.

2010, 487.
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada
mereka.”

Dalam Q.S Ali ‘Imron ayat 159* Nabi menyuruh untuk
bermusyawarah dengan para sahabatnya, berkenaan dengan

peristiwa uhud.
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu
Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan
diri dari sekelilingmu. karena itu ma'atkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah
dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu
telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya.”

Etika bermusyawarah dalam Q.S Ali- ‘Imran ayat 159
adalah bersikap dengan lemah lembut, mudah memberi maaf
jika terjadi perbedaan pendapat yang sama- sama kuat dan

tawakkal kepada Allah. Hasil akhir dari musyawarah

kemudian diterapkan dalam bentuk tindakan, yang dilakukan

* Departemen Agama Republik Indonesia A/-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro.

2010, 71.
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secara optimal sedangkan hasilnya diserahkan kepada

kekuasaan Allah SWT.

D. Wilayah al-mazalim
a. Definisi wilayah al-mazalim

Kata wilayah al-mazalim merupakan gabungan dari dua kata.
Kata yang pertama yaitu wilayah dan kata kedua yakni mazalim. Kata
wilayah berarti kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan.
Sedangkan kata  al-mazalim berati  kejahatan, kesalahan,
ketidaksamaan, dan kekejaman. Sedangkan secara terminologi
wilayah al-mazalim berarti “kekuasaaan pengadilan yang lebih tinggi
dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-
kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada
kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh
penguasa terhadap rakyat biasa. wilayah al-mazalim bertugas untuk
mengadili para pejabat negara, yang berbuat zalim kepada
rakyatnya.43

Pendapat Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Oyo Sunaryo,
menjelaskan bahwa lembaga mazalim memadukan antara unsur
kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif. Dengan adanya ini
memunculkan konsep check and balances antara kekuasaan lembaga

negara tersebut. Unsur kekuasaan eksekutif berupa tindakan-tindakan

¥ Basiq Djalil. Peradilan Islam. (Jakarta: Amzah, 2012), 113.
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pemerintah atau penguasa. Dimana tindakan pejabat atau penguasa
tersebut bukan tidak mungkin secara sewenang-wenang dan
melanggar hak warga negara. Dalam hal ini kemudian wilayah al-
mazalim sebagai lembaga yudikatif berperan, sebagai sarana, cara
serta jalan masyarakat untuk mengadukan kesewenang-wenangan
yang dilakukan oleh penguasa dan kemudian akan diadili secara
seadil- adilnya.**
b. Sejarah wilayah al-mazalim

Wilayah al-mazalim sendiri sudah dikenal di Arab sebelum
masuknya agama Islam, ini merupakan bentuk dari komitmen orang-
orang dari suku gquraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman
sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang
dizalimi.”

Rasulullah  SAW pernah bertindak sebagai seorang gadi
mazalim ketika menyelesaikan perkara antara Zubair Ibn Awam
dengan seorang laki-laki yang berasal dari kaum Anshar. Perkara
tersebut bisa disebut dengan perkara mazalim karena kedudukan dari
Zubair ibn Awwam dengan Rasulullah begitu dekat, Zubair
merupakan sepupu dari Rasulullah. Sebelum masalah ini diketahui dan
diselesaikan oleh rasul, pihak penggugat (laki-laki Anshar) memiliki

beban psikologis yang cukup berat, seakan-akan ,sudah kalah sebelum

* Oyo Sunaryo Mukhlas. Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahizn di Jazirah Arab ke
Peradilan Agama di Indonesia. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 28.
45 Basiq, djalil, Peradilan Islam....,114



31

bertanding karena Zubair Ibn Awwam adalah keluarga dekat
Rasulullah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, laki-laki Anshar itu
enggan dan segan menyampaikan perkaranya kepada Rasul. Namun
kemudian Rasulullah Saw sendiri akhirnya mengetahui persoalan yang
sedang dihadapi oleh laki-laki Anshar tersebut. Dan dalam perkara ini,
Rasulullah memutuskannya dengan adil, dan tanpa memihak
siapapun. Pada masa Khulafa’ al-Rasyidin, penegakan lembaga
mazalim ini belum begitu tampak jelas. Dikarenakan tingkat
kesadaran ummat pada saat itu relatif stabil dan terkendali, ketertiban
masyarakat berjalan secara damai, sehingga jarang terlihat adanya
sengketa. *°

Pada masa khalifah Bani Umayyah, wilayah al-mazalim
menjadi lembaga khusus tepatnya pada pemerintahan Abdul Malik bin
Marwan (685-705 M). Ia adalah penguasa Islam pertama yang
membentuk lembaga al-mazalim (Peradilan khusus). Kemudian ia
menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan terkait kasus-
kasus al-mazalim. Apabila Abdul Malik menemukan kesulitan dalam
memutuskan hukum, ia meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-
Azdi. Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada
masa Umar bin Abdul Aziz. Lembaga al-mazalim semakin efektif.
Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini

dipergunakan semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan. Ia

* Imam Al Mawardi. A/ Ahkam As Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syariat Islam. Terj: Fadli Bahri. (Bekasi: PT Darul Falah, 2014), 77-78.
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juga mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik kepada
pemiliknya ia juga kembalikan rumah- rumah yang sudah dirampas
oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahin bin Talhah.*’

Pada masa Bani Abbasiyah, wilayah al-mazalim masih tetap
mendapat perhatian besar. Diceritakan pada hari ahad, Khalifah al-
Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk
mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat, datang seorang
wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita
tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah, al-Abbas,
menzaliminya dengan merampas tanah haknya, kemudian sang
khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk
menyidangkan kasus tersebut di depan sang khalifah. Di tengah
perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang
sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para pengawal istana
mencelanya. Kemudian khalifah al-Makmun berkata, “Dakwanya
benar, kebenaran membuatnya berani bicara dan kebatilan membuat
anakku membisu.” Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita
dan hukuman ditimpahkan kepada sang khalifah™*®

Dasar hukum wilayah al-mazalim

4 Basiq, Peradilan Islam...., 115.

*® Ibid, 116
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Dasar diperintahkannya untuk membentuk lembaga peradilan

dalam Islam yaitu terdapat dalam surat Shaad ayat 26:*
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“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,
karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang
berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah berpesan kepada para
penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan
kebenaran yang diturunkan oleh-Nya, serta tidak berpaling dari-Nya,
sehingga mereka tersesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah
mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya dan orang yang
melupakan hari hisab dengan ancaman yang sangat keras dan adzab
yang begitu pedih.”

Kedudukan wilayah al- mazalim

Badan peradilan pada masa Bani Abbasiyah dibagi menjadi

tiga macam yaitu:

1. al-gada yang hakimnya bergelar a/-gadi bertugas untuk mengurus

perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.

¥ Departemen Agama Republik Indonesia A/-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro.

2010, 454.

** M. Abdul Ghofar, Tafsir Ibnu Katsir (terjemahan) jilid 7, (Jakarta: Puataka Imam Asy Syafi’i,

2004), 63.
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2. al-hisbah, hakimnya yang bergelar al-muhtasib, bertugas untuk
menyelesaikan  perkara-perkara yang berhubungan dengan
masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan
pengurusan segera, dan

3. an-nad arfi al-mazalim, hakimnya yang bergelar sahibul atau gadi
al-mazalim, bertugas dalam menyelesaikan perkara- perkara
banding dari dua badan pengadilan di atas.”

Secara kelembagaan, wilayah al-mazalim merupakan institusi
pengendali, yakni suatu kekuasaan peradilan lebih tinggi daripada
pengadilan biasa dan kedudukan wilayah al-mazalim dalam sistem
ketatanegaraan Islam berada di ranah sultah gada’iyah (lembaga
yudikatif).”?

Sedangkan wilayah al-hisbah merupakan lembaga keagamaan
atau lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan
kebenaran. Pada awalnya, lembaga ini bertugas menjaga dan
mengawasi kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh para
pedagang di pasar. Dalam perkembangan berikutnya tugas wilayah
al— hisbah ini semakin bertambah luas, yaitu dengan melakukan tugas

pengawasan terhadap berlakunya peraturan umum dan berbagai

*! Basiq Djalil, Peradilan Islam ..., 159-160.
*2 Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia , (jurnal al-ulum,
Volume, 13 nomor 2, Desember 2013), 435-452.
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ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang
menyimpang.53
e. Pengangkatan hakim

Sudah menjadi kepastian bila masyarakat memerlukan
penguasa yang menertibkan (pergaulan diantara mereka), mengatur,
memelihara kenyamanan hidup mereka. Pemerintah tidak mungkin
menangani masyarakat sehingga diperlukan pembantu yang
melaksanakan berbagai urusan rakyat, diantaranya lembaga peradilan.
Untuk itu diperlukan pejabat yang memangku lembaga tersebut
sehingga mengangkat hakim hukumnya wajib. Pengangkatan yuridis
yang dilakukan oleh kepala negara atau wakilnya terhadap orang yang
memenuhi syarat untuk jabatan hakim, tidaklah menghalanginya
untuk memeriksa persengketaan diantara mereka sebagai pihak
penguasa itu sendiri.

Penguasa yang adil atau curang boleh mengangkat hakim
dengan syarat ia memutuskan perkara dengan benar, penguasa tidak
boleh ikut campur dalam urusan peradilan. Apabila pemimpin yang
curang memegang pimpinan pemerintahan disuatu kota, kemudian ia
mengangkat hakim lalu hakim tersebut memutuskan berbagai perkara,
kemudian hari kekuasaan beralih ke tangan penguasa yang adil dan ia
pun mengangkat gadhi yang adil pula maka putusan mereka tetap sah

sepanjang putusan- putusan itu benar karena kedudukannya sama

>3 Basiq Djalil, Peradilan Islam ...,160.
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dengan kedudukan hakim yang fasik, padahal orang fasik berhak
diangkat sebagai hakim menurut pendapat yang lebih sah. Dan
bagaimanapun keadaannya, gadhi harus diangkat oleh penguasa
pemerintahan presiden atau wakilnya. >
f. Kompetensi wilayah al- mazalim
Kompetensi absolut yang dimiliki oleh wilayah al-mazalim
berbeda dengan pengadilan-pengadilan pada umumnya. Kompetensi
tersebut berupa memeriksa perkara-perkara yang tidak mampu
diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan
untuk menjalankan proses peradilannya, seperti halnya kedzaliman
dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah pegawai
pemerintahan, dan hakim-hakim.>
Al Mawardi menegaskan secara lebih mendalam perihal
kompetensi wilayah al-mazalim, sebagai berikut:*®
1) Ketidakadilan yang dilakukan oleh gubernur kepada rakyat dan
penindasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat.
wilayah al-mazalim harus menyelidiki agar mereka berlaku adil,
serta tidak melakukan penindasan, dan mencopot mereka apabila
tidak berlaku adil terhadap rakyatnya.
2) Menyelidiki serta mengadili kecurangan yang dilakukan para

pegawai pemerintah dalam hal penarikan pajak.

> Basiq Djalil, Peradilan Islam...., 100.

%> Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy. Peradilan dan Hukum Acara Islam. (Yogyakarta: PT Ma’arif,
1994), 92.

% Imam Al Mawardi. A/ Ahkam As Sulthaniyyah. Terj: Fadli Bahri...., 77-78.
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Mengadili dan memantau tingkah laku yang dilakukan oleh para
pegawai kantor pemerintahan dalam masalah harta benda.
Mencegah kedzaliman yang dilakukan oleh aparat pemberi gaji
kepada penerima gaji tersebut. Baik dikarenakan pengurangan,
potongan maupun keterlambatan pemberian gaji.

Mencegah adanya perampasan harta, perampasan harta ada dua
macam yaitu: Ghusub as-sultaniyah, yakni perampasan yang
dilakukan oleh para gubernur yang zalim terhadap rakyatnya. Dan
perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”.

Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf terbagi menjadi dua
macam, yaitu wakaf umum dan wakaf khusus.

Menjalankan fungsi dari hakim (hakim al hisbah) ketika hakim
tidak bisa menjalankan proses peradilan dikarenakan kedudukan
terdakwa lebih tinggi daripada hakim. Hal ini dikarenakan hakim
al- mazalim merupakan hakim yang memiliki derajat kewibawaan

yang lebih tinggi dari hakim biasa.

Kompetensi absolut wilayah al-mazalim kemudian juga

mencakup kewenangan terkait:

a)

Menjalankan fungsi nadir al-hisbah ketika ia tidak mampu
menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara

menyangkut kemaslahatan orang banyak.
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b) Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam, seperti
perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan
prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah lebih utama dari
pada hak lainnya, nadir al- mazalim juga diperbolehkan memeriksa
orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi
mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan

yang berlaku di lembaga gada.’’

wilayah al-mazalim mempunyai kewenangan untuk memutus
perkara apapun terkait kedzaliman, yang menyangkut aparat negara
maupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap
hukum-hukum syara’, kewenangan ini menjelaskan bahwa peradilan

wilayah al- mazalim mempunyai keputusan yang final dan mengikat.

Dalam proses persidangan wilayah al- mazalim dilengkapi
dengan perangkat peradilan yang terdiri atas: Para gadi atau perangkat
gadi, Para ahli hukum (fukaha), Panitera, Penjaga keamanan (polisi
peradilan) dan beberapa pembantunya, Para penguasa, Para saksi.
Kelengkapan wilayah al- mazalim dimaksudkan agar sidang berjalan
dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-

kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.’®

Dalam kasus a/- mazalim, peradilan dapat bertindak tanpa harus

menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila

°7 Basiq Djalil, Peradilan Islam...., 18

8 Ibid,, 119.
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mengetahui adanya kasus al-mazalim, gadi (hakim) peradilan al/-
mazalim harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut.

Peradilan a/- mazalim memiliki kekuasaan sebagai berikut:>

a. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat
beserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang
mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka
untuk bertindak jujur.

b. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas
pungutan dana umum negara.

c. Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara.

d. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta
wakaf dan kepentingan umum lainnya.

e. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.

Secara khusus peradilan ini juga menangani perkara yang

diadukan sebagai berikut:

1) Gaji para buruh atau pekerja yang dibatalkan atau
ditangguhkan secara sepihak.

2) Harta yang diambil secara paksa oleh para penguasa.

3) Pembayaran aparat negara.

4) Persengketaan mengenai harta wakaf.

5) Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan

lemahnya posisi peradilan.

%% Alaidin Kotto, et al., Sejarah Peradilan Islam, Ed. 1-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 133.
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6) Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan hisbah,
sehingga mengakibatkan terabaikannya kemaslahatan umum.

7) Pelaksanaan ibadah pokok, seperti salat berjamaah, salat
jumat, salat id, dan pelaksanaan haji,

8) Penanganan kasus al-mazalim, penetapan hukuman, dan

pelaksanaan keputusan tersebut.

Mengenai dengan wilayah al-mazalim dan tugas-tugasnya,
Abu Hasan al-Mawardi menjelaskan bahwa pandangan
mahkamah al-mazalim, yaitu membimbing orang yang saling
bermusuhan ke arah kesadaran timbal balik dengan pengaruh
kuasa dan dengan mengancam mereka yang saling bertengkar
dengan daya hebat. Adapun syarat-syarat bagi seorang ketua
mahkamah al- mazalim, yaitu utama kedudukan lurus telunjuk,
besar daya hebat, nyata suci diri, sedikit loba tamak dan banyak
warak karena dia dalam tugasnya memerlukan kepada kekuasaan
pemimpin dan ketabahan hakim. Karena itu, dia memerlukan
kepada kumpulan sifat-sifat kedua golongan tadi, dan dengan sifat

utama kedudukan, telunjuknya menjadi lurus dua arah.®’

E. Sivasah Shar’iyyah
Secara etimologis siyasah shar’iyyah itu terdiri dari dua kata,

yaitu “siyasali’ dan “syar’iyyah”. Kata siyasah berasal dari kata “sasa”

% A. Hasjmy, Dimana Letaknya Negara Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), 259.
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yang berarti mengatur, mengurus mengemudikan, memimpin dan
memerintah. Sedangkan kata shar’iyyah berasal dari kata “syar’un’” yang
berarti sesuai dengan hukum syariat dan dengan kaidah-kaidahnya yang
bersifat umum. Berdasarkan analisis etimologis siyasah shar’iyyah dapat
diartikan sebagai politics based on sharia, politik yang didasarkan pada
syariat, atau politik yang bersifat syar’i, atau politik yang sejalan atau
tidak bertentangan dengan syariat. Bisa ditarik kesimpulan bahwa siyasah
shar’iyyah, merupakan pemegang kekuasaan (pemerintah/u/i/ amri/ wulat
al-amr), disamping punya kompetensi untuk menerapkan hukum- hukum
Allah, juga memiliki otoritas untuk membuat berbagai peraturan hukum
berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dan rinci
dalam syariat.

Dengan demikian, ilmu siyasah shar’iyyah menempatkan hasil
temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan
sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara
dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang bersumber dari “atas”

dan dari “bawah”, wajib dipatuhi sepenuh hati.®'

Menurut pendapat
Abdul ‘Aal Ahmad Athwah, istilah siyasah shar’iyyah dikalangan ulama

figh menunjuk pada terpenuhinya sedikitnya 3 unsur:**

6! Ahmad Sukardja, Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum Syariat Fikih dan Kanun, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), 93-107.

®Ustadz

Fauzan, Mari Belajar Siyasah Syariyah (Bag 1),

https://m.kiblat.net/2015/12/05/maribelajar-siyasah-syariyah-bag-1/,  diakses  tanggal 18

Desember 2019.


https://m.kiblat.net/2015/12/05/maribelajar-siyasah-syariyah-bag-1/
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a. Semua tindakan atau kebijakan yang diambil penguasa islam
bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat islam.
b. Seringali tidak adanya dalil syar’i yang memerintahkan melakukan
tindakan atau kebijakan tersebut.
c. Tindakan atau kebijakan tersebut selaras dengan dalil-dalil syar’i
umum dan kaedah- atau kaedah kulliyat dalam syari’at islam.
Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya

dalam Surat An-Nisa’ ayat 59:*

- < <~ SR s ge - 4 ar -
Cpnly 75 G ﬁY‘/}UB AL 0y 28 0f Jya 1 A ) 89355 » (o

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.

* Departemen Agama Republik Indonesia A/-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro.
2010, 200.



BAB III
KONSEP CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Konsep Constitutional Question

Istilah “Constitutional Question” ditilik dari segi tata bahasanya
adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut dalam
bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan oleh para ahli sebagai
“pertanyaan konstitusional”.** Constitutional question mengandung dua
pengertian, umum dan khusus. Dalam pengertian yang umum,
constitutional question adalah istilah yang merujuk pada setiap persoalan
yang berkaitan dengan konstitusi (dan yang lazimnya merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya).

Sedangkan dalam arti khusus, constitutional question adalah
merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-
undang dimana seorang hakim (dari regular courts) yang sedang
mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas
undang-undang yang berlaku untuk perkara itu, maka ia mengajukan
“pertanyaan konstitusional” ke Mahkamah Konstitusi (mengenai
konstitusional tidaknya undang-undang tersebut). Mahkamah Konstitusi
hanya memutus persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut,

bukan memutus kasus itu sendiri, namun selama Mahkamah Konstitusi

 Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Raja Wali Pers,2009),
289-290.
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belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut
dihentikan.”

Mahfud MD memberikan pandangannya terkait dengan pengertian
constitutional question dimaksudkan hakim yang sedang mengadili satu
perkara menanyakan kepada Mahkamah  Konstitusi tentang
konstitusionalitas sebuah undang-undang yang dijadikan dasar perkara
yang sedang ditanganinya.®® Hamdan Zoelva memberikan pendapat
tentang constitusional question merupakan suatu peluang bagi hakim
yang sedang memeriksa suatu perkara dan meragukan konstitusionalitas
Undang-Undang sebagai dasarnya, dapat mengajukan pertanyaan
konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.®’

Gambaran umum dari mekanisne constitutional question adalah
suatu mekanisme dari kerangka pengujian konstitusional dimana hakim-
hakim dari pengadilan biasa (pengadilan selain MK) dapat mengajukan
pertanyaan konstitusional dalam bentuk pengujian undang-undang kepada
MK apabila dalam menangani suatu kasus konkret ia merasa ragu akan
konstitusionalitas UU yang akan ia terapkan.

Sejarah kelahiran constitutional question tidak terlepas dari
sejarah kelahiran Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui, ide

membentuk Mahkamah Konstitusi pertama kali digagas oleh Hans Kelsen

5 Moh. Mahfud MD, dkk, Constitutional Question Alternatit Baru Pencarian Keadilan
Konstitusional, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010) 27.

5 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada,2011), 289.

7 Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-
Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Media Hukum, Vol 19 (Juni, 2012), 265.
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setelah berakhirnya Perang Dunia I, yang antara lain diikuti oleh
runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria dan berdirinya di Republik
Austria. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa gagasan membentuk
Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip- prinsip
negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi
dan hak-hak dasar warga negara. Dengan diadopsinya mekanisme
constitutional question dalam sistem peradilan konstitusi (constitutional
adjudication) adalah sebagai bagian dari pemberian perlindungan
maksimum terhadap hak- hak konstitusional warga negara.®®

Bagi Indonesia, yang juga hendak mewujudkan kehidupan
bernegara yang demokratis dan sekaligus negara hukum, sebagaimana
ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, mempertimbangkan
untuk mengadopsi mekanisme constitutional question bukanlah sesuatu
yang mengada-ada, bahkan secara logis justru suatu kebutuhan, karena
dalam praktiknya bisa saja terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional
seorang warga negara melalui penerapan suatu undang-undang dalam
suatu perkara di pengadilan, hal itu sangat mungkin terjadi sebab hakim
pengadilan biasa (pengadilan dibawah lingkup MA) memiliki kewajiban
untuk menerapkan dan menegakan suatu undang-undang dalam suatu
perkara, akan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk
menentukan apakah undang-undang yang akan mereka terapkan

konstitusional atau tidak, kewenangan untuk menentukan apakah suatu

®® Moh. Mahfud MD, dkk, Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan
Konstitusional...., 28-30.
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undang-undang konstitusional atau tidak hanya melekat pada MK.
Sebagai contoh adalah ketika Eggi Sudjana dan Zainal Maarif diajukan ke
pengadilan dengan dakwaan mencemarkan nama baik Presiden, saat itu
timbul kontroversi karena ada yang mempermasalahkan bahwa pasal-
pasal KUHP yang dijadikan dasar dakwaannya inkonstitusional.*’

Melihat contoh tersebut maka kemungkinan untuk mengadopsi
mekanisme constitutional question di Indonesia guna mengoptimalisasi
peran MK menjaga hak-hak konstitusional warga negara menjadi suatu
kebutuhan. Dan seandainya MK memiliki kewenangan memutus
constitutional question maka hakim yang menangani perkara tersebut
dapat bertanya lebih dulu kepada MK tentang konstitusionalitas pasal-
pasal tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Tetapi karena kita tidak
menjadikan constitutional question sebagai salah satu kompetensi MK
maka untuk kedua kasus tersebut hakim tetap memutus tanpa
mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal KUHP yang dipersoalkan,
sebab secara hukum isi KUHP itu memang masih resmi berlaku. Akan
baik juga untuk dipertimbangkan agar MK diberi wewenang memutus
constitutional question yakni memutus pertanyaan hakim kepada MK,
apakah isi undang-undang yang dijadikan dasar kasus yang sedang

ditanganinya konstitusional atau tidak. Berdasar putusan atau jawaban

% Mahfud MD, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945, dalam Mohammad Fajrul
Falaakh, ed. Gagasan Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2008), 29.
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MK atas constitutional question itulah hakim kemudian dapat memutus
perkara yang ditanganinya.’’

Realitas yang lain dari penerapan constitutional question yang
sebenarnya sudah dilaksanakan misalnya adalah seseorang yang divonis
melalui putusan PK, tetapi putusan tersebut salah dalam penerapan
hukumnya dan jika terpidana itu memiliki novum (bukti baru),
perkaranya bisa dipertanyakan atau diajukan kembali melalui
constitutional question. Oleh karena itu dalam realitas politik dan
implementasi hukumnya, constitutional question merupakan perluasan
dari kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan penambahan, karena selain
belum diatur dalam ketentuan konstitusi maupun perundang-undangan.
Kewenangan tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi
ketika adanya pertanyaan yang diusulkan atau diajukan oleh hakim.”"

Ada sejumlah negara yang sudah mempraktikkan mekanisme
constitutional question dalam sistem ketatanegaraannya, yaitu Jerman
Austria, Belgia, Itali, Luxemburg dan Spanyol. Namun diantara negara-
negara tersebut Jermanlah yang dianggap paling menonjol dan paling
berpengaruh, kewenangan MK Jerman untuk mengadili perkara
constitutional question (Normenkontrolle atau Concrete Judicial Review)

diatur dalam Konstitusi Federal Jerman (Grundgesetz, disingkat GG)

" Moh. Mahfud MD, “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”,
Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 4, Oktober 2009, 459-460.

"' Moh. Mahfud MD, dkk, Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan
Konstitusional....,65
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pasal 100 dan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman
(Bundesverfassungsgerichtsgesets, yang disingkat BVerFGG) pasal 93.7

Sedangkan kewenangan dari MK Austria adalah menguji
peraturan perundang-undangan (judicial review) melalui mekanisme
concrete review atau constitutional question. Kewenangan tersebut
dicantumkan secara tegas dalam konstitusi Austria, tepatnya pasal 139
dan pasal 140. Sementara hal-hal teknis menyangkut aplikasi dari
kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU tentang Mahkamah
Konstitusi Austria (1953).”

Constitutional question merupakan bagian dari mekanisme
pengujian konstitusional (constitutional review). Pengujian konstitusional
secara garis besar terdiri dari dua mekanisme pengujian: yang pertama
yaitu pengujian norma abstrak (abstract review) yaitu pengujian terhadap
undang- undang secara abstrak, dalam arti undang-undang yang diuji itu
tidak terkait dengan suatu kasus konkret apapun di pengadilan. Yang
kedua yaitu pengujian norma konkret (concrete review) yaitu pengujian
terhadap suatu undang-undang dalam kaitannya dengan suatu kasus
konkret yang sedang berjalan di pengadilan, mekanisme inilah yang
kemudian diistilahkan dengan sebutan constitutional question, pengujian
norma konkret (concrete review) selalu berawal dari adanya proses

litigasi di pengadilan, dimana didalam proses tersebut ditemukan adanya

> Moh. Mahfud MD, dkk, Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan

Konstitusional...., 31.
7 Arief Ainul Yaqin, Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk
Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 58.
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persoalan konstitusionalitas dari suatu norma hukum yang menjadi dasar
dari kasus konkret yang dimaksud.”

Mengenai penerapan constitutional question di Indonesia berarti
berbicara tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MK dibentuk untuk “mengawal” Konstitusi (UUD 1945). Dengan kata
lain, MK dibentuk untuk menjamin bahwa UUD 1945 benar-benar
terjelma dan ditaati dalam praktik, termasuk di dalamnya menjamin
bahwa hak-hak konstitusional warga negara benar-benar dihormati,
dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik penyelenggaraan negara. Seluruh
kewenangan yang dimiliki MK saat ini, sebagaimana secara limitatif
diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Seluruh kewenangan yang dimiliki MK saat ini, diatur dalam pasal

24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai berikut: "

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pemuaran partai politik, dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilu.

™ Jimly Asshiddigie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Edisi Kedua,
Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 50.
7 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
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(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dari seluruh kewenangan yang dimiliki MK saat ini, satu- satunya
yang langsung berkenaan dengan penghormatan, perlindungan,
pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk
menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sebab salah satu alasan
yang menyebabkan suatu undang-undang dapat diuji di MK adalah jika
undang-undang itu merugikan hak konstitusional warga negara.”® Pasal 51
A ayat (2) UU no. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
menyatakan, bahwa yang menjadi pemohon dalam pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang.”’

Mengenai pengaturan terkait dengan dasar hukum constitutional
question agar menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini
dikarenakan kewenangan tersebut tidak ditemukan dalam UUD 1945
secara eksplisit. Sebagian pendapat menyatakan pemberian kewenangan
mengadili constitutional question kepada Mahkamah Konstitusi tidak
harus melalui perubahan UUD 1945. UU Mahkamah Konstitusi dapat

direvisi dengan menambahkan ketentuan yang memberikan keleluasaan

’® Moh. Mahfud MD, dkk, Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan
Konstitusional..., 46.
"7 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.



51

hakim peradilan umum mengajukan pengaduan konstitusional ke

Mahkamah Konstitusi.”® Sementara itu, pendapat lainnya menyatakan

bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengadili constitutional

question melalui pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar,
sehingga hanya dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang

Dasar.”’

Setelah mengetahui bahwa pengaturan terkait constitutional
question dapat diatur dalam level UU MK, maka yang berikutnya harus
dipikirkan adalah terkait mekanisme atau prosedur terkait constitutional
question. Secara garis besar prosedur constitutional question/concrete
review yang kelak akan diatur dalam UU MK adalah sebagai berikut:*’

1. Permohonan constitutional question diajukan secara langsung oleh
hakim dari pengadilan biasa (Pengadilan selain Mahkamah
Konstitusi) kepada Mahkamah Konstitusi bilamana dalam mengadili
suatu perkara konkrit hakim menemukan adanya dugaan
inkonstitusionalitas dari suatu norma undang-undang yang akan ia
terapkan dalam kasus konkrit yang dimaksud.

2. Permohonan itu diajukan oleh hakim baik atas inisiatifnya sendiri,

atapun inisiatif para pihak.

® Pan Mohamad Faiz, The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional
Government in Indonesia, Disertasi Doktor University of Queensland, Brisbane, 2016, 145.

” Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-
Hak Konstitusional Warga Negara, ...., 162.

% Arief Ainul Yaqin, Constitutional Question...., 209-210.
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Untuk dapat diterimanya permohonan itu oleh Mahkamah Konstitusi,

maka hakim yang mengajukan permohonan constitutional question

harus menjelaskan dan meyakinkan setidaknya 2 (dua) hal kepada

Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a) Putusannya benar-benar bergantung pada norma undang-undang
yang dimohonkan pengujiannya itu; dan

b) Kejelasan perihal ketentuan konstitusi yang dilanggar oleh norma
undangundang yang dimohonkan pengujiannya.

Sejak diajukannya constitutional question kepada Mahkamah

Konstitusi maka persidangan atas kasus konkritnya harus

diberhentikan sementara (ditunda) oleh pengadilan.

Dalam proses pengujiannya, Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa

konstitusionalitas undang-undang, bukan memutus kasus konkretnya,

sebab Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk

memeriksa dan memutus kasus-kasus konkret.

Jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa norma undang-undang

yang diuji olehnya itu tidak bertentangan dengan Konstitusi

(konstitusional), maka pengadilan dapat menerapkan norma undang-

undang yang dimaksud.

Jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa norma undang-undang

yang diuji olehnya itu Dbertentangan dengan Konstitusi

(inkonstitusional), maka pengadilan tidak dapat menerapkan norma

undang-undang yang dimaksud.



53

8. Meski permohonan pertanyaan konstitusional ini berasal dari suatu
kasus konkret yang sedang berjalan di pengadilan, akan tetapi Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut tetaplah mengikat
umum (erga omnes).

Hal krusial lainnya yang juga perlu diperhatikan dan dipikirkan
dalam rangka mewujudkan konsep constitutional question di MK RI ini
ialah perihal adanya konsekuensi penundaan persidangan atas kasus
konkret yang menjadi asal muasal timbulnya pertanyaan konstitusional
yang diajukan kepada MK. Sebab putusan MK itulah yang akan menjadi
dasar bagi pengadilan yang bersangkutan untuk menerapkan atau tidak
menerapkan norma undang-undang yang dimaksud.

Beberapa perkara yang oleh undang-undang telah ditetapkan batas
waktu penyelesaiannya itu antara lain adalah perkara tindak pidana
pemilu, perkara tindak pidana korupsi, dan pelanggaran HAM berat.
*'Untuk mengatasi masalah tersebut ada dua alternatif: Pertama,
mengenai mekanisme constitutional question bahwa pengajuan
permohonan pertanyaan konstitusional kepada MK secara mutatis
mutandis akan menghentikan perhitungan limitasi waktu penyelesaian
perkara konkretnya di pengadilan sampai adanya putusan MK. Kedua,
dengan menetapkan batas waktu pengujian di MK yang disesuaikan

dengan batas waktu penyelesaiannya perkara konkretnya di pengadilan.™

8 Arief Ainul Yaqin, Constitutional Question...., 212-213.
8 Arief Ainul Yaqin, Constitutional Question....,216.
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Keuntungan dari penerapan mekanisme constitutional question
ada empat yaitu: Pertama, mekanisme constitutional question dapat
melengkapi sistem pengujian konstitusional di Indonesia, artinya dengan
diadopsinya mekanisme constitutional question maka ruang pengujian
konstitusional di Indonesia akan semakin luas dan lengkap, tidak saja
mencakup abstrack review tetapi juga concrete review. Kedua,
mekanisme constitutional question dapat memperluas ruang perlindungan
terhadap hak- hak konstitusional warga negara, melalui pelembagaan
constitutional question warga dapat dilindungi dari kemungkinan
penerapan hukum yang inkonstitusional sehubungan dengan kasus hukum
yang menjeratnya di pengadilan. Ketiga, hakim tidak dipaksa untuk
menerapkan yang menurut keyakinannya bertentangan dengan UUD
1945. Keempat, melalui mekanisme constitutional question warga negara
yang tidak begitu mengerti cara-cara mempertahankan haknya dihadapan
MK pun tetap dapat perlindungan konstitusional, dalam hal ini adalah
perlindungan dari ancaman penerapan undang-undang yang bertentangan
dengan konstitusi.*

Salah satu makna hakiki dari konstitusi, sebagaimana telah
diuraikan di atas, adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
hak konstitusional warga negara, yang sebagian besar diturunkan dari
pengakuan terhadap individual liberty setiap orang. Oleh karenanya,

konstitusi hanya akan menjadi konstitusi yang hidup (/iving constitution)

8 Arief Ainul Yagqin, Constitutional Question...., 219-221.
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apabila ada kesadaran yang tinggi akan makna konstitusi itu di hati setiap
warga negara. Usulan untuk mengadopsi mekanisme constitutional
question, sebagaimana diuraikan di atas, adalah salah satu upaya untuk
mendorong makin tumbuhnya kesadaran demikian.**

Melihat keuntungan-keuntungan yang akan didapat apabila
Indonesia menerapkan mekanisme constitutional question dalam
mengoptimalisasi peran dari MK untuk menjaga hak-hak konstitusional
warga negara, maka penerapannya di Indonesia dapat dilakukan dengan
menempatkannya sebagai bagian dari kewenangan MK untuk menguji
undang-undang, sehingga penerapannya di Indonesia tidak perlu
memerlukan amandemen UUD 1945 karena sudah tercakup dalam lingkup
kewenangan MK menguji undang-undang terhadap UUD, dan
pengadopsiannya pun dapat dilakukan dengan mengaturnya dalam

undang-undang saja, khususnya dalam undang-undang MK.

%1 Dewa Gede Palguna, Constitutional Question Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain
Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 1, Januari 2010, 17.



BAB IV

ANALISIS KONSEP CONSTITUTIONAL QUESTIONDI MAHKAMAH

KONSTITUSI

A. Analisis Konsep Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Konsep dari negara hukum

tersebut mempunyai tujuan pokok yaitu untuk perlindungan, pengakuan,

dan penghargaan hak asasi manusia yang lebih bermartabat. Perlindungan

hak konstitusional warga negara setelah amandemen UUD NRI 1945

mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan

adanya amandemen UUD NRI 1945 terkait hak konstitusional warga

negara. Suatu negara tidak bisa dikatakan negara hukum apabila tidak

menjamin dan melindungi Hak-Hak asasi manusia. Salah satu bentuk

perlindungan HAM yakni constitutional question. Pengakuan dan

penghargaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan

sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar, serta diatur dan ditegakkan

dalam konstitusi oleh setiap negara di dunia. Terlebih lagi bagi negara

yang menjadikan demokrasi sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin

dicapai.

Ketentuan Pasal 51 A ayat (2) dalam UU MK menentukan bahwa

yang menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD

1945 adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
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dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Bahwa setidaknya
terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan
dilaksanakan melalui wewenangnya. Fungsi, predikat, dan sebutan bagi
MK vyaitu diantaranya sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the
constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human
rights), pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the
citizen’s constitutionalrights), dan pelindung demokrasi (the protector of
democracy). Mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitutional
warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights),
dibentuk yakni untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusional
(constitutional review). Merupakan salah satu tugas dari pengujian
konstitusional yakni melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
Konsep dari pengujian konstitusional merupakan hasil dari
perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang
berdasarkan ide-ide negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan
(separation of power), prinsip saling mengimbangi dan mengawasi (check
& balances), serta prinsip untuk melindungi hak asasi manusia (the
protection of fundamental rights). Pengujian konstitusional bertujuan
untuk menjaga dan melindungi hak-hak fundamental dari warga negara.
Dalam hal ini pengujian konstitusionalitas merupakan cara bagi warga

negara apabila hak konstitusionalnya dilanggar.
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Bentuk mekanisme pengujian konstitusional terbagi menjadi dua.
Yaitu mekanisme pengujian norma abstrak (abstract review) dan
pengujian yang berawal dari adanya suatu proses litigasi di pengadilan,
dimana dalam proses tersebut ditemukan adanya persoalan
konstitusionalitas dari suatu norma hukum yang kemudian disebut dengan
constitutional question atau pengujian norma konkret (concrete review).
Constitutional — question  merupakan  bagian dari  pengujian
konstitusionalitas, maka sangat relevan apabila kewenengan mengadili
perkara constitutional question sudah selayaknya menjadi kewenangan
mahkamah konstitusi.

Bahwa hakim dianggap memiliki kapasitas lebih untuk
mengetahui kemungkinan adanya inkonstitusionalitas dari undang-
undang yang akan diterapkannya dalam suatu perkara. Hal ini tentu saja
memberikan manfaat bagi warga negara yang kurang memiliki kesadaran
dan/atau kemampuan dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya
yang dijamin Konstitusi, tanpa yang bersangkutan harus secara aktif
mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu ke MK. Dengan
adanya mekanisme constitutional question dapat dihindari adanya
pelanggaran hak konstitusional yang tidak diperlukan karena pengajuan
Jjudicial review harus menunggu adanya putusan pengadilan atau proses
pengadilan  dihentikan sementara. Dengan adanya mekanisme
constitutional question, maka dapat menghindari pelanggaran hak

konstitusional yang tidak diperlukan dalam hal ini yakni jangka waktu
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penghentian proses beracara yang dapat diminimalisir dengan adanya
putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih cepat dibandingkan mekanisme
pengujian undang-undang terhadap UUD.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memerlukan mekanisme
constitutional question untuk memberikan pengakuan dan penghargaan
terhadap hak konstitusional warga Negara yang merupakan sebuah
keharusan dan tidak bisa ditawar. Salah satu upaya yang dapat digunakan
untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengadopsi gagasan
constitutional question. Dengan adanya mekanisme tersebut maka dapat
dihindari adanya putusan hakim yang dinilai bertentangan dengan
konstitusi dan dianggap melanggar hak konstitusional warga negara,
karena hakim tentu dirugikan kewenangan konstitusionalnya untuk
menegakkan hukum dan keadilan jika harus menerapkan suatu ketentuan
undang-undang yang diragukan selain itu, objek dan ruang pengujian
terhadap peraturan perundang-undangan menjadi semakin luas serta
pelanggaran hak konstitusional dapat dipulihkan. Constitutional question
yang notabene berada dalam ranah pengujian konstitusional jelas berada
dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

. Perspektif Figh Siyasah Terhadap Konsep Constitutional Question di
Mahkamah Konstitusi

Figh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,

peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang
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sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan
kemaslahatan umat. Siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan
dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan
kekuasaanya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan
yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan
antara penguasa dan rakyat. Oleh karena itu permasalahan yang berkaitan
dengan konsep constitutional question di Mahkamah Konstitusi. ingin
penulis analisis menggunakan tinjauan dari sudut ilmu hukum tata negara
dalam konsep negara Islam (figh siyasah). Sehingga dalam hal ini penulis
akan mencoba menganalisis menggunakan tinjauan figh siyasah.
Mengenai konsep constitutional question yang ditinjau dari segi
figh siyasah, konsep ini masuk ke dalam ranah siyasah dusturiyah.
Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup dalam
objek kajian figh siyasah. Adapun yang menjadi bagian siyasah
dusturiyah atau politik perundang-undangan meliputi pengkajian tentang
penetapan hukum, atau tasyri’iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan
atau gadaiya oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau
idariyah oleh birokrasi atau eksekutif. Dalam konsep ketatanegaraan
Islam, terdapat lembaga peradilan yang bernama wilayah al - mazalim.
Lebih spesifik membahas mengenai peradilan atau gada 7ya oleh
lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan cara untuk rakyat
dalam memperjuangkan atau memperoleh hak-hak nya yang sering kali

mengalami ketidakadilan melalui proses ajudikasi di pengadilan.
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Ketidakadilan tersebut terjadi karena adanya berbagai macam alasan
misalnya, karena adanya sengketa antar sesama warga negara atau
ketidakadilan tersebut terjadi karena adanya hak-hak konstitusional
warga negara yang dilanggar dengan adanya kebijakan yang dilakukan
oleh penguasa. Inilah yang kemudian menjadi fungsi dan tugas pokok dari
lembaga peradilan, yaitu untuk menegakkan hak-hak warga negara
sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan adanya wilayah al- mazalim dalam sistem
peradilan agama islam, yang bertugas untuk memeriksa kasus-kasus yang
tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang
menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap
rakyatnya. Wilayah al- mazalim merupakan peradilan yang bertugas
mengadili  kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya.
Kesewenang-wenangan tersebut merupakan pencideraan terhadap hak-
hak rakyat. Dalam hal ini wilayah al- mazalim sebagai lembaga yudikatif
berperan, sebagai sarana, cara serta jalan masyarakat untuk mengadukan
kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian mengadili sengketa
tersebut seadil-adilnya. Dalam ranah figh siyasah terkait masalah
perundang undangan atau pengambilan putusan, masuk kedalam ranah
figh siyasah shar’iyyah. Siyasah shar’iyyah merupakan pemegang
kekuasaan (pemerintah/u/il amri wulat al-amr), disamping punya

kompetensi untuk menerapkan hukum- hukum Allah, juga memiliki
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otoritas untuk membuat berbagai peraturan hukum berkenaan dengan hal-
hal yang tidak diatur secara eksplisit dan rinci dalam syariat.

Berdasarkan hal tersebut jika ditarik dan dikaitkan pada konsep
constitutional question yang didasarkan pada analisis Siyasah dusturiyah,
wilayah al-mazalim dan siyasah shar’iyyah konsep constitutional question
ini sangat sesuai untuk melindungi hak- hak warga negara. Hal ini
menjadi bukti kuat, baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum
islam, constitutional question seharusnya sudah diterapkan di Indonesia

dan menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusi republik Indonesia.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diberikan simpulan,

sebagai berikut:

1.

Dengan adanya konsep constitutional question di Indonesia yang
bersifat 7us constituendum maka dapat dihindari adanya putusan
hakim yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan dianggap
melanggar hak konstitusional warga negara. Selain itu, objek dan
ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi
semakin luas serta pelanggaran hak konstitusional dapat dipulihkan.
Secara konstitusional mekanisme constitutional question dapat
dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD.

Konsep constitutional question yang bersifat ius constituendum,
dalam perspektif figh siyasah juga sangat sesuai. Hal ini sangat
relevan dengan adanya perlindungan HAM dalam islam itu sendiri,
serta wilayah al-mazalim sebagai pengadilan untuk mengadili
kesewenang-wenangan  penguasa  terhadap  rakyat, untuk
mengembalikan hak- hak rakyat yang telah diciderai oleh penguasa,
dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga

negara.
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B. Saran

1.

Dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara, baik
dari perspektif teori maupun kenyataan praktik, maka sudah
seharusnya masalah ini dijadikan perhatian utama untuk memasukkan
konsep constitutional question pada kewenangan dari Mahkamah
Konstitusi. Penerapan Constitutional Question ini juga ditujukan agar
Mahkamah Konstitusi dapat secara maksimal melaksanakan
fungsinya sebagai The Guardian Of Constitution.

Lingkungan akademisi untuk melakukan kajian secara lebih
mendalam dan komprehensif. Serta memberikan formulasi yang tepat,
agar konsep constitutional question memiliki desain yang jelas.
Tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat agar tidak
terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan antara lembaga-

lembaga kekuasaan kehakiman.
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